
BAB V 

PENUTUP 

1.1.Kesimpulan 

Politik dinasti pada hakikatnya merupakan salah satu strategi politik 

berbasiskan pertalinan darah atau perkawinan berfungsi untuk mempertahankan 

dan melanggengkan kekuasaan dari waktu ke waktu. Praktik ini ditandai dengan 

keikutsertaan suami, istri, anak, dan kerabat lainnya dari keluarga pertahana untuk 

terlibat dalam kancah politik. Biasanya, praktik seperti ini dominan terjadi 

menjelang kontestasi politik. Tujuan utama gerakan ini ialah untuk memperoleh 

suara terbanyak guna memenangkan kontestasi politik. Dengan demikian 

mempermudah para elit dinasti menguasai pelbagai sektor kehidupan bangsa. Di 

sini, para elit politik dinasti dilihat sebagai orang yang memiliki sumber daya 

ekonomi yang tinggi yang dengan mudah memobilisasi hak suara rakyat dengan 

jaminan ekonomi dan sosial. Praktik seperti ini sudah dan sedang menguasai sistem 

pemerintahan dan menghancurkan sistem demokrasi di Indonesia. 

Fenomena politik dinasti di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga jaringan 

pokok. Pertama jaringan identitas. Ada dua kekuatan identitas yang mendominasi 

di Indonesia yaitu identitas berbasiskeagamaan dan identitas berbasis budaya atau 

suku. Politik identitas yang berbasis keagamaan sangat mendominasi kehidupan 

politik di Indonesia khususnya pada saat menjelang pemilihan umum (pemilu). 

Jaringan ini merupakan model yang sangat efisien bagi para elit dinasti untuk 

memenangkan dan mempertahankan kekuasaan. Cara kerja politik dinasti di sini 

ialah membangun relasi dengan tokoh-tokoh agama seperti kyai, pendeta, biksu, 

dan imam. Hal ini dilakukan bertujuan mempermudah para elit dinasti 

mengumpulkan suara rakyat sebanyak-banyaknya malalui dukungan tokoh-tokoh 

agama yang notabene memiliki pengaruh yang kuat. Di samping itu, pengaruh 

identitas berbasis budaya jugasangat mendominasi kehidupan masyarakat. Cara 

kerja politik dinasti melalui jaringan ini yaitu, melakukan pendekatan dengan 

tokoh-tokoh adat yang memiliki pengaruh yang besar di dalam budaya. Dengan 

demikian mempermudah elit politik dinasti untuk memperoleh suara rakyat. 
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Kedua,jaringan patron-klien. jaringan patron-klien merupakan salah satu 

dari ketiga jaringan yang mempunyai pengaruh yang cukup luas. Biasanya, 

jaringan ini hanya digunakan pada saat menjelang pemilu. Sistem kerja jaringan 

ini ialah membangun sebuah kontrak kerja yang tidak seimbang antara patron 

dengan klien, di mana para elit politik dinasti (patron) memberikan jaminan 

ekonomi maupun sosial kepada masyarakat (klien) dengan itu, individu atau 

kelompok masyarakat mempunyai kewajiban untuk membantu elit politik (patron). 

Relasi patron dan klien tampak dalam proses pemilu. Dalam proses pemilu, klien 

biasanya membantu patron berupa pemberian suara dan melakukan kampanye. 

Ketiga, jaringan birokrasi. Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa birokrasi 

merupakan salah satu organisasi yang berisi orang-orang seperti para pejabat, PNS 

(guru, camat, kapala dan bidang, dan kepala dinas) yang bertugas untuk melayani 

kepentingan masyarakat menegakkan aturan seturut kewenangan yang dlimpahkan 

padanya. Dalam mewujudkan misinya melayani kepentingan masyarakat sikap 

yang harus dimiliki ialah sikap responsif terhadap terhadap kepentingan 

masyarakat. Sikap ini perlu, karena birokrasi peran pelayanannya bersentuhan 

langsung dengan kehidupan masyarakat. Namun, dalam jaringan birokrasi, elit 

politik dinasti seringkali memobilisasi hak suara (PNS) dan menjadikan mereka 

sebagai broker politik yang bertugas untuk mengumpulkan suara rakyat sebanyak-

banyaknya menjelang pemilu. 

Dalam hubungannya dengan demokrasi, politik dinasti menyebabkan 

kemunduran demokrasi. Kemunduran ini terjadi karena politik dinasti 

mengeliminasi demos dari ruang partisipasi politik. Pada hakikatnya 

demos/masyarakat dalam negara demokrasi seperti Indonesia memiliki hak dan 

kebebasan yang mutlak untuk ikut berpartisipasi di dalam proses politik. Dalam 

hal ini, masyarakat mempunyai otoritas untuk memilih dan dipilih di dalam proses 

politik. Di samping menutup ruang partisipasi masyarakat, akibat lain yang 

ditimbulkan politik dinasti ialah, Pertama, politik dinasti melahirkan pemerintahan 

yang korup. Kedua, politik dinasti berpotensi untuk melanggengkan hubungan 

patro-klien. ketiga, melahirkan oligarki di dalam tubuh pemerintahan. Keempat, 

meningkat praktik politik uang. Kelima, melemahkan daya saing pemilu. Keenam, 

hak asasi manusia dikebiri. 
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1.2.Saran 

Sebagai negara demokrasi, masyarakat mempunyai peran sentral untuk 

meningkatkan kualitas, arah perkembangan dan kemajuan demokrasi. Di sini, 

masyarakat dilihat sebagai kunci kesuksesan jalannya sistem demokrasi. Artinya, 

perkembangan demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan 

semua masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks demokrasi Indonesia, 

rakyat memiliki hak politik seperti hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Hak 

ini menandakan bahwa pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun 

sebuah negara yang demokratis. Salah satu tindakan praktis masyarakat ialah 

menghidupkan nilai-nilai demokrasi di dalam setiap pribadi manusia dan setiap 

lembaga pemerintahan. Dengan demikian, beberapa saran yang rasional dapat 

disampaikan sebagai berikut. 

1.2.1. Masyarakat 

Masyarakat perlu mendapat pengetahuan tentang dunia politik dan 

pendidikan demokrasi yang memadai. Masyarakat perlu membangun dan 

menumbuhkan budaya kritik terhadap semua kewenangan pemerintah dan setiap 

tindakan politik pemerintah yang menyimpang dari nilai demokrasi Indonesia. Pada 

hakikatnya, kririk sebagai proses komunikasi yang perlu bagi dinamika berbangsa 

dan bernegara. Kritik tidak lahir secara tiba-tiba, selalu ada persoalan yang 

mendahuluinya, yang butuh direvisi dan didiskusikan untuk menjadi lebih baik.  Di 

samping itu, masyarakat perlu menanam nilai-nilai demokrasi di dalam diri dan 

sadar akan keberadaannya sebagai bagian dari negara yang mempunyai tanggungg 

jawab untuk menciptakan negara yang harmonis. 

1.2.2. Pemerintah 

Pemerintah sebagai figur sentral negara. Pemerintah merupakan wakil 

rakyat yang bertugas sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Dalam hal 

menjalankan roda pemerintahan pemerintah tidak terlepas dari campur tangan 

masyarakat guna untuk menciptakan negara demokrasi yang berkualitas. Oleh 

karena itu, ada beberapa sikap dasar pemerintah dalam menjalankan tugasnya. 
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Pertama, pemerintah harus memiliki semangat keterbukaan. Keterbukaan yang 

dimaksud ialah pemerintah terbuka untuk setiap kritikan dan saran masyarakat 

terhadap semua kebijakan dan praktik politik yang dibuat. Kedua, pemerintah harus 

memiliki semangat untuk melayani kepentingan masyarakat bukan untuk 

kepentingan kelompok atau individu.Ketiga,  pemerintah perlu menanamkan sikap 

jujur, bersih dan adil dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, 

masyarakat dapat hidup dalam martabat politik yang manusiawi. 
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